
2. Undang-Undang ·Nomor 8 Ort Tahun 1956 ten tang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
mernbentuk Peraturan Walikota tentang Kebijakan 
Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kota Medan; 

b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu dilakukan penatausahaan dana 
bergulir sesuai dengan jangka waktu yang telah 
ditentukan yang berpedoman dengan Peraturan 
Pemetintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah; 

Menimbang : a. bahwa dana bergulir yang disajikan di Neraca 
Pernerintah Kota Medan sebagai Investasi Jangka 
Panjang - Investasi Non Permanen secara periodik 
harus dilakukan penyesuaian sehingga nilai dana 
bergulir dimaksud menggambarkan nilai bersih 
yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4844); 

5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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14. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republ.ik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah 
Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4652); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pernbinaan Dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

11. Peratura.n Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) 
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli 
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, 
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotarnadya Daerah 
Tingkat JI Medan Dalarn Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 

10. Pera tu ran Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan 
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, 
Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat Il Simalungun, 
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Datri Dan Kecarnatan Medan 
Petisah, Medan Ternbung, Medan Helvetia, Medan 
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan 
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya 
Oaerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 67}; 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Investasi Pemerintah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4812); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi 
Pernerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20) Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4609), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Peru bah an Atas Pera tu ran Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 Tentang PengeloJaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138) Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tarnbahan Lembaran Negara Repub]ik 
Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Tahun 2011 
Nomor 694); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan 
Pelayanan Umum Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan 
Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
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4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Oaerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Medan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam 
sistern dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan sebagai unsur 
penyelenggara pernerintahan daerah. 

2. Walikota adalah Walikota Medan. 

1 . Daerah adalah Kota Medan. 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI DANA BERGULlR PEMERINTAH KOTA 
MEDAN. 

MEMUTUSKAN 

32. Peraturan Walikota Medan Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan 
Tahun 2010 Nomor 59); 

3 l. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahu n 2009 Nomor 7) Tambahan Lernbaran 
Daerah Kota Medan Nomor 4); 

Kota Medan Nornor 2 
Urusan Pemerintahan Kota 

Dae rah Kota Medan 

30. Peraturan Daerah 
Tahun 2009 tentang 
Medan (Lembaran 
Tahun 2009 Nomor 2); 

29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lem baran Daerah Kota Medan 
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Oaerah Kota Medan Nomor l); 
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Klasifikasi Dana Bergulir merupakan dana yang dikelola oleh 
lembaga yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
dimana penyaluran dan penagihan dana bergulir langsung kepada 
masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal3 

BAB Ill 
KLASIFIKASl DAN KARAKTERfSTIK 

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman 
dalam penyusunan laporan keuangan. 

Pasal 2 

BAB II 
TUJUAN 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Kota Medan. 

9. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat 
sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

8. Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam 
kewajiban untuk mernbayar angsuran yang telah disepakati 
dalam perjanjian, rneliputi jatuh tempo pernbayaran pokok 
maupun pembayaran non pokok (bunga, biaya adrninistrasi, jasa 
bank dan lain-lain). 

7. Dana bergulir diragukan tertagih adalah jumlah dana bergulir 
yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan dapat 
ditagih. 

6. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana 
bergulir sebesar harga perolehan dikurangi dengan dana bergulir 
yang diragukan tertagih. 

5. Dana bergulir adalah bantuan yang diberikan kepada kelompok 
masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh 
Pemer:intah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan 
selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok 
masyarakat lainnya. 
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Penyajian dan pengukuran dana bergulir dilaksanakan sebagai 
berikut: 
a. dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan 

Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan 
dalarn rangka perolehan dana bergulir; 

b. dana bergulir disajikan dalarn Neraca sebagai lnvestasi Jangka 
Panjang - lnvestasi Non Permanen - Dana Bergulir dicatat 
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Reliazable 
Value); 

c. nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dengan 
mengurangkan perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih dari 
dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditarnbah 
dengan dana bergulir yang belum disalurkan dan/ atau perguliran 
dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir; dan 

d. pengukuran dana bergulir dilakukan dengan menentukan 
kualitas dana bergulir yaitu tingkat ketertagihan dana bergulir 
berdasarkan kepatuhan mernbayar kewajiban oleh debitur 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan 

sebelurn tanggal jatuh tempo; 

Pasal 6 

BAB V 
PENY AJIAN DAN PENGUKURAN DANA BERGULlR 

Pengakuan dana bergulir: 
a. pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran 

pembiayaan; 
b. pendapatan atas dana bergulir (bunga, bagi hasil dan lain-lain) 

diakui pada kelompok pendapatan sebagai lain-lain pendapatan 
asli daerah yang sah; dan 

c. penarikan atau penagihan kembali dana bergulir diakui sebagai 
penerimaan pembiayaan. 

Pasal 5 

BABlV 
PENGAKUAN DANA BERGULIR 

Karakteristik Dana Bergulir dinyatakan sebagai berikut: 
a. merupakan bagian dari keuangan daerah; 
b. tercantum dalam APBD dan/atau laporan keuangan; 
c. merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih 

kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, 
selanjutnya dana disalurkan kembali kempada 
masyarakat/kelompok masyarakat dernikian seterusnya 
(bergulir]: dan 

d. pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir. 

Pasal 4 
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Informasi lain tentang dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam 
Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain: 
a. dasar penilaian dana bergulir; 
b. jurnlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya; 
c. besar suku bunga yang dikenakan; 
d. saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana 

bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan 
e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur 

dana bergulir. 

• 

Pasal 7 

BAB VI 
PENGUNGKAPAN 

g. keadaan di luar kondisi normal sebagairnana dimaksud dalam 
huruf f harus didukung dengan bukti-bukti hukum yang sah dan 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

f. dalam hal terjadi keadaan di luar kondisi normal seperti debitur 
meninggal dunia, pailit, dan hal-hal lain yang mengakibatkan 
debitur dana bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya 
sebelurn dan/ a tau setelah tanggal jatuh tempo maka dalam aging 
schedule dapat dikategorikan sebagai Tidak Dapat Ditagih dengan 
kualitas dana bergulir macet dan persentase penyisihan 
sebesar 100°/o (seratus per seratus); dan 

- 
No Kategori Umur Dana Kualitas Persentase 

Berzulir Penvisihan 
1. dapat ditagih O s/d 1 thn Kurang Lancar 25 °/o 
2. memungkinkan 1 s/d 2 thn Kurang Lancar 50% 

dapat ditagih 
3. diragukan 2 s/d 3 thn Ragu-ragu 75 o/o 

dapat ditagih 
4. tidak dapat di atas 3 Macet 100 % 

ditaaih thn 

2. kurang lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan 
sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo; 

3. ragu-ragu, bila dana berguLir belum dilakukan pelunasan 
lebih dari 2 (dua] tahun sarnpai dengan 3 (tiga) tahun setelah 
tanggal jatuh tempo; dan 

4. macet, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih 
dari 3 (tahun) setelah tanggal jatuh tempo. 

e. besarnya penyisihan penyertaan dana bergulir tidak tertagih 
ditentukan berdasarkan kualitas sesuai jatuh temponya (aging 
schedule) dengan kategori sebagai berikut: 

.. 
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• 

BER!TA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR &l 

SEKRµ_AERAH KOTA MEDAN, 

SYArfuAH;l 

Diundangkan di Medan 
pada tanggal 2J, ~ 20t4 

DZULMI ELDIN S 

ttd 

Plt. WALIKOTA MEDAN 
WAKIL WALIKOTA, 

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 2): .Jam1a:rdi zo·14 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kota Medan. 

• 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Pasal 8 

BAB Vil 
PENUTUP 
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